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Dalam rangka menggali penerimaan pajak, Pemerintah mengel uarkan peraturan perpajakan yang
mengenakan Pajak Penghasilan final atas penghasilan tertentu, antaralain : bunga deposito dan tabungan
lainnya, penghasilan dari transaks saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan
harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya. Namun kebijakan pengenaan pajak
atas penghasilan-penghasilan tersebut tetap harus mengacu pada prinsip keadilan dan netralitas pemungutan
pajak.

<br /><br />

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis apakah kebijakan pengenaan Pajak sudah memenuhi prinsip
keadilan dan netralitas pemungutan pajak.

<br /><br />

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis melalui studi kepustakaan yang
membandingkan antara pendapat beberapa pakar mengenai prinsip-prinsip pemungutan pajak yang baik
dengan ketentuan Pajak Penghasilan final Undang-undang Pajak Penghasilan.

<br /><br />

Penilaian analisis tersebut mempergunakan Model System yang menilai suatu kebijakan dengan
membandingkan input, process dan output kebijakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

<br /><br />

Dari hasil penelitian analitis diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan Pajak Penghasilan final kurang
mencerminkan prinsip keadilan, baik keadilan vertikal maupun horizontal, karena jumlah pagjak yang
dibayar oleh wajib tidak mencerminkan dengan kemampuan membayar wajib pajak tersebut. Ditinjau dari
prinsip netralitas pajak, ketentuan tersebut tidak memenuhi prinsip netralitas karena adanya perlakuan
pemajakan yang tidak sama antara satu jenis penghasilan dengan jenis penghasilan lainnya meskipun jumlah
penghasilan yang diterima atau diperoleh sama.

<br /><br />

Penerapan kembali ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan dan sifat pembayaran
tidak final lebih mencerminkan keadilan baik vertikal maupun horizontal karena jumlah pajak yang dibayar
sesuai dengan kemampuan wajib pajak (penghasilan netto) dan juga diterapkannyartarif progresif.
Disamping itu, perlu ditinjau kembali kewenangan pemerintah yang luas yang mengenakan pajak tersendiri
diluar Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan.
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